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Penuntut Umum melalui asas oportunitas memiliki hak untuk melanjutkan 
atau menghentikan perkara yang diajukan kepadanya atas dasar pertimbangan 
demi kepentingan umum. Asas oportunitas sejalan dengan arah pembaruan hukum 
di Indonesia yang mempromosikan pendekatan Restorative Justice dalam sistem 
peradilan pidana khususnya pada proses pra-persidangan. Perwujudan asas 
oportunitas yang dimiliki oleh Penuntut Umum tersebut terdapat dalam Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian sosio-legal 
yang dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan terkait pelaksanaan 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang demikian 
berpengaruh kepada peningkatan akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku 
tindak pidana. Analisis dilakukan secara kritikal melalui pendekatan Teori Sistem 
Hukum. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penyusunan Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berangkat dari kebutuhan hukum 
masyarakat terkait pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan 
perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak 
tercapai dengan menggunakan sistem peradilan pidana konvensional. Melalui 
peraturan ini  Restorative Justice diharapkan dapat terwujud sehingga hukum 
pidana dapat diposisikan sebagai ultimum remidium. Tulisan ini menemukan 
permasalahan dan tantangan pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, termasuk bagaimana 
langkah strategis untuk menjawab problem faktual tersebut. 
 














The Public Prosecutor through the principle of opportunity has the right to 
continue or stop the case submitted to him on the basis of considerations in the 
public interest. The principle of opportunity is in line with the direction of legal 
reform in Indonesia which promotes a Restorative Justice approach in the 
criminal justice system, especially in the pre-trial process. The embodiment of the 
principle of opportunity owned by the Public Prosecutor is contained in the 
Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 15 of 
2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. 
The approach used in this research is a socio-legal study carried out with 
literature studies and field studies related to the implementation of the Republic of 
Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of 
Prosecution Based on Restorative Justice which thus affects increasing access to 
justice for victims and perpetrators of criminal acts. The analysis is carried out 
critically through the Legal System Theory approach. 
The results of the study indicate that the background of the preparation of 
the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning 
Termination of Prosecution Based on Restorative Justice departs from the legal 
needs of the community regarding restoration to its original state and the balance 
of protection and interests of victims and perpetrators of criminal acts that cannot 
be achieved by using the criminal justice system. conventional. Through this 
regulation, Restorative Justice is expected to be realized so that criminal law can 
be positioned as the ultimum remidium. This paper finds problems and challenges 
in implementing the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 
2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in the 
jurisdiction of the Central Java High Prosecutor's Office, including how to take 
strategic steps to answer this factual problem. 
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A. Latar Belakang 
Eksistensi Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai 
Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia masih 
terbilang baru, baik dalam kajian teoritis maupun praktis. Pendekatan 
Restorative Justice digunakan sebagai bingkai dalam strategi penanganan 
perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya 
Sistem Peradilan Pidana konvensional yang cenderung mengarah pada 
paradigma Retributive Justice. 
Menurut paradigma Retributive Justice, penanggulangan kejahatan 
merupakan kewenangan tunggal Negara melalui Aparat Penegak Hukumnya, 
sebagaimana dikemukakan oleh Gregorius yaitu sebagai berikut: 
Dalam hukum pidana yang dibangun atas dasar pemikiran 
retributisme, Negara mengambil alih peran Penuntutan yang menjadi 
hak korban dengan alasan untuk meminimalkan potensi pembalasan 
yang bersifat personal dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar 
pertimbangan rasional demi korban dan masyarakat secara 
keseluruhan. Dengan demikian, setiap tahap dalam Sistem Peradilan 
Pidana telah mereduksi eksistensi korban dan masyarakat sehingga 
hanya menjadi partisipan yang pasif. Pemulihan kesejahteraan korban 
kurang atau bahkan tidak dipertimbangkan.1 
Penanggulangan kejahatan berdasarkan paradigma Retributive Justice 
bersifat offender oriented. Sifatnya yang represif dan koersif begitu 
mendominasi. Hukuman dianggap sebagai retribusi yang adil bagi kerugian 
yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana. Demi alasan tersebut, 
                                                          
1  Gregorius Widiartana, “Paradigma  dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan 




hukuman dibenarkan secara moral. Hukuman mengekspresikan bahwa pelaku 
tindak pidana memiliki tanggung jawab atas pasal hukum yang dilanggarnya.2 
Sistem Peradilan Pidana dengan paradigma Retributive Justice sangat 
erat kaitannya dengan pidana penjara. Pidana penjara sebagai salah satu 
pidana pokok, merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), begitu juga dalam ketentuan 
pidana di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara 
kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya.3 Jumlah ancaman pidana 
penjara dalam KUHP adalah sebanyak 98% (sembilan puluh delapan persen) 
dari keseluruhan jumlah tindak pidana. Sedangkan dalam ketentuan pidana di 
luar KUHP, pidana penjara diancamkan sekitar 92% (sembilan puluh dua 
persen).4 
Namun demikian, meskipun menjadi mekanisme yang penting untuk 
menghukum pelaku tindak pidana, pemenjaraan atau pidana penjara justru 
dinilai telah menunjukkan efek yang kontraproduktif terhadap upaya 
pencegahan kejahatan dan kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial para 
pelaku, khususnya pelaku tindak pidana ringan dan pelaku yang merupakan 
kelompok rentan.5 Pemenjaraan dalam praktiknya justru membawa dampak 
                                                          
2  Dede Kania, “Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Yustisia 
Volume 4 Nomor 1 Januari – April 2015, hlm 56. 
3  Ibid, hlm 57. 
4  Rifanly Potabuga, “Pidana Penjara Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Lex 
Crimen Volume I Nomor 4 Oktober-Desember 2012, hlm 81. 
5  UNODC, Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to 




yang destruktif bagi pelaku, diantaranya prisonisasi6, stigmatisasi7, dan 
residivisme8.    
Orientasi pemenjaraan juga menyebabkan situasi Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) menjadi overcrowding atau kelebihan kapasitas 
penghuni. Hingga Juni 2020, Jumlah penghuni Lapas mencapai 230.310 
orang yang terdiri dari 50.276 orang Tahanan dan 180.084 orang Narapidana. 
Hal ini menjadikan Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas 
mencapai angka 74% dalam skala nasional.9 Kondisi ini berdampak pada 
terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak dan kebutuhan dasar narapidana 
serta kurang berhasilnya berbagai program pemasyarakatan.  
Berbeda dengan paradigma Retributive Justice yang bersifat 
penghukuman, Restorative Justice memiliki aspek humanisme yang begitu 
dominan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Umbreit yang menyatakan 
bahwa: 
                                                          
6  Proses prisonisasi narapidana dimulai ketika narapidana masuk ke dalam lembaga 
pemasyarakatan. Kehidupan penjara dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu sistem 
sosial informal yang disebut sebagai sub kultur narapidana (inmate subculture). Sub kultur 
narapidana ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual narapidana, khususnya 
proses sosialisasi narapidana tersebut ke dalam masyarakat narapidana (the inmate community) 
yang oleh Clemmer disebut sebagai prisonisasi. Dalam proses prisonisasi, narapidana baru (new 
comer) harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat 
narapidana. Ia harus mempelajari kepercayaan dan perilaku dari masyarakat tersebut, yang pada 
akhirnya menimbulkan mental penjahat. Lihat BPHN Kemenkumham RI, Pengkajian Hukum 
tentang Penerapan Restorative Justice, Jakarta: BPHN Kemenkumham RI, 2013, hlm 24.   
7 Stigmatisasi adalah proses pemberian ciri negatif oleh masyarakat melalui tindakan yang 
dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seorang yang jahat. Lihat ICJR, Hukuman 
Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan 
di Indonesia, Jakarta: ICJR, 2019, hlm 2. 
8  Residivisme dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi tindak 
pidana walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut Lihat ICJR, 
Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non 
Pemenjaraan di Indonesia, Jakarta: ICJR, 2019, hlm 2. 
9  Samuel Arsheldon, “Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal 





Restorative justice provides a very different framework for 
understanding and responding to crime. Crime is understood as harm 
to individuals and communities, rather than simply a violation of 
abstract laws against the state. Those most directly affected by crime 
—victims, community members and offenders— are therefore 
encouraged to play an active role in the justice process. Rather than 
the current focus on offender punishment, restoration of the emotional 
and material losses resulting from crime is far more important ( 
memberikan kerangka yang sangat berbeda dalam memahami dan 
menanggapi kejahatan. Kejahatan (dalam restorative justice) dipahami 
sebagai kerugian bagi individu dan komunitas, bukan sekadar 
pelanggaran hukum abstrak terhadap negara. Mereka yang 
terpengaruh langsung oleh kejahatan —yaitu korban, anggota 
masyarakat, dan pelaku— didorong untuk berperan aktif dalam proses 
peradilan. Pemulihan kerugian materiil dan immateri akibat kejahatan 
jauh lebih penting daripada sekadar penjatuhan hukuman bagi 
pelaku).10  
Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan bahwa Restorative 
Justice berisi prinsip-prinsip yang bertujuan untuk membangun partisipasi 
bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk 
menyelesaikan suatu peristiwa tindak pidana. Restorative justice 
menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “stakeholders” yang 
bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang 
dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).11  
Susan Sharpe mengemukakan terdapat 5 (lima) prinsip dalam 
Restorative Justice, antara lain: 
1. Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. 
Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif 
dalam perndingan untuk menemukan penyelesian secara 
komperehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi 
                                                          
10 Eva Achjani Zulfa, “ di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan  dalam 
Praktek Penegakan Hukum Pidana”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia 
, 2010, hlm 49. 
11  BPHN Kemenkumham RI, Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice, Jakarta: 




masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan 
keteribannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah 
persoalan ini; 
2. Restorative justice mencari solusi untuk mengembalikan dan 
menyembuhkan kerusakaan atau kerugian akibat tindak pidana 
yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya 
penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang 
menimpanya; 
3. Restorative justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh 
bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku 
harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua 
kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut 
mendatangkan kerugian bagi orang lain; 
4. Restorative justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai 
warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah 
akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan 
rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta merintegrasikan 
kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal; 
5. Restorative justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk 
mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. 
Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, 
tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk 
membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat.12 
Pada prinsipnya, pendekatan Restorative Justice dapat diterapkan di 
semua tahapan Sistem Peradilan Pidana. Mengacu pada ketentuan dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Sistem Peradilan 
Pidana terdiri dari proses Penyidikan (Opsporing), Penuntutan (Vervolging), 
Pengadilan (Rechtspraak), Pelaksanaan Putusan Hakim (Executie), dan 
Pengawasan dan Pengamatan Putusan Hakim.13 Tahapan proses tersebut 
saling berkaitan satu dengan yang lain untuk menuju pada satu tujuan yang 
sama, yaitu penegakan hukum.   
Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana akan 
dapat terlaksana dengan baik, apabila memenuhi syarat-syarat. antara lain: (1) 
                                                          
12  Marlina, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Afitama, 2011, hlm 7.  
13  Tholib Effendi, “Re-evaluasi Sistem Penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 




pelaku harus mengaku atau menyatakan bersalah; (2) pihak korban harus 
setuju bahwa tindak pidana diselesaikan di luar Sistem Peradilan Pidana; (3) 
Kepolisian atau Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan 
diskresioner harus menyetujui pelaksanaan Restorative Justice; dan (4) 
pelaksanaan penyelesaian di luar Sistem Peradilan Pidana harus didukung 
oleh komunitas setempat.14 
Salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana adalah 
Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui Penuntut Umum. 
Penuntutan berpedoman pada prinsip legalitas dan prinsip oportunitas. Prinsip 
legalitas merupakan kewajiban yang dimiliki oleh Penuntut Umum untuk 
menuntut setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan berlandaskan 
prinsip equality before the law, sedangkan prinsip oportunitas adalah hak 
Penuntut Umum untuk melanjutkan atau menghentikan perkara yang diajukan 
kepadanya atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”.15  
Perubahan paradigma Retributive Justice menjadi Restorative Justice 
sejalan dengan prinsip oportunitas. Eksistensi perwujudannya terlihat dalam 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan 
Restorative Justice dengan tegas disebut pada bagian konsideran huruf b yang 
berbunyi:  
Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan  
yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan 
keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku tindak 
                                                          
14  M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 250.  




pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu 
kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus 
dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan 
pembaharuan Sistem Peradilan Pidana. 
Ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa penutupan perkara 
dapat dilakukan demi kepentingan hukum antara lain jika telah ada 
penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process). Lebih 
lanjut, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 
menjelaskan bahwa proses tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan, yaitu: 
(1) untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan 
sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau (2) 
telah ada pemulihan kembali pada keadaan semua dengan menggunakan 
pendekatan . 
Untuk menghentikan penuntutan dengan menggunakan pendekatan 
Restorative Justice, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat 5 (lima) 
hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 
1. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; 
2. penghindaran stigma negatif; 
3. penghindaran pembalasan; 
4. respon dan keharmonisan masyarakat; dan 




Jaksa Penuntut Umum juga perlu mempertimbangkan sejumlah hal, 
yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan RestoratifKeadilan Restoratifsebagai berikut:16 
1. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; 
2. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana; 
3. tingkat ketercelaan; 
4. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; 
5. cost and benefit penanganan perkara; 
6. pemulihan kembali pada keadaaan semula; dan 
7. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka. 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membuka 
ruang yang sah menurut hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk 
bersama-sama merumuskan penyelesaian perkara untuk pemulihan ke 
keadaan semula sebelum upaya Penuntutan dilakukan. Melalui peraturan ini 
pula Restorative Justice diharapkan dapat terwujud sehingga hukum pidana 
dapat diposisikan sebagai ultimum remidium.  
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, sangat relevan 
untuk dilakukan pengkajian tentang bagaimana penerapan prinsip Restorative 
Justice dalam pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
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Restoratif. Pembahasan ini penting dilakukan karena Kejaksaan dianggap 
sebagai dominus litis17 yang mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan 
hukum. Hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 
atau tidak dilanjutkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah 
sebagaimana menurut hukum acara pidana. Penelitian ini ingin melihat 
apakah kewenangan sebagai dominus litis tersebut, dengan didukung oleh 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, benar-benar telah 
membuat pelaksanaan pemidanaan di wilayah Kejaksaan Tinggai Jawa 
Tengah menjadi lebih efektif.  
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 
Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Apa latar belakang prinsip Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif? 
2. Bagaimana pelaksanaan, kendala dan strategi mengefektifkan Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum 
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah? 
                                                          
17 Dominus berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya 
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yang boleh melakukan wewenang tersebut. Lihat Kemenkumham, Pelaksanaan Asas Oportunitas 




C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, 
maka tujuan yang hendak dicapai antara lain: 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa yang menjadi latar belakang 
prinsip Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 
Keadilan Restoratif. 
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan, kendala 
dan strategi mengefektifkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 
Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah? 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, maka 
diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep dan teori-teori 
dalam pengembangan ilmu hukum yaitu mengenai prinsip Restorative 
Justice dalam hukum pidana. 
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan refleksi bagi 
pengemban kepentingan, khususnya bagi Kejaksaan untuk mendorong 
terwujudnya prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian perkara 




Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Untuk 
memahami sosio-legal, Herlambang Perdana Wiratraman memberikan 
gambaran sebagai berikut: 
“Legal” dalam sosio-legal, sesungguhnya terkait dengan studi ilmu 
hukum yang selama ini banyak dikembangkan dalam pendidikan-
pendidikan hukum, terutama mengkaji norma, asas, prinsip, 
doktrin, interpretasi, dan nalar hukum (legal reasoning). Dengan 
pendekatan sosio-legal, peneliti juga dikehendaki untuk melakukan 
kajian atas norma-norma yang ada, baik dalam perundang-
undangan maupun putusan peradilan, termasuk kajian-kajian atas 
asas, prinsip, doktrin dan interpretasi yang terkait kasus-kasus atau 
aturan-aturan. Sementara itu, kata “sosio” dalam studi sosio-legal 
merupakan pendekatan ilmu non-hukum, baik yang terkait dengan 
sosiologi hukum, antropologi hukum, budaya hukum, politik 
hukum, atau sejumlah pendekatan yang menjadikan hukum sebagai 
obyek kajiannya. Tidak terbatas disitu, studi ini juga 
memungkinkan peneliti menjangkau sejumlah keilmuan non-
hukum yang relevan dengan kajian atau penelitian yang sedang 
digali jawaban-jawabannya. Karenanya, studi sosio-legal tidaklah 
semata penelitian sosial tentang hukum, melainkan kombinasi 
keduanya, studi hukum (legal research) dan studi tentang hukum 
(social studies of law).18 
Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi menjelaskan subjek 
kajian sosio-legal, yaitu:   
Socio-legal studies bersifat interdisipliner, karena berbagai kajian 
terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial 
termasuk ke dalam ruang lingkupnya. Di antaranya adalah 
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antropologi hukum atau pluralisme hukum, sosiologi hukum, ilmu 
hukum adat, hukum administrasi negara, politik hukum, perempuan 
dan hukum. Pada saat ini beberapa pendekatan seperti analisis 
wacana (discourse analysis), studi budaya (cultural studies), 
feminisme, dan aliran posmodernisme mendapat tempat dalam 
socio-legal research. Isu-isu yang dipelajari juga sangat beragam, 
seperti proses pembuatan hukum, penyelesaian sengketa, studi 
terhadap pengadilan, lingkungan dan sumber daya alam, 
perburuhan dan keadilan gender.19 
Sedangkan berkaitan dengan metodologi, Sulistyowati Irianto dan 
Antonius Cahyadi kembali menjelaskan bahwa:  
Penelitian socio legal tidaklah sama dengan penelitian hukum 
empiris, yang biasanya diasosiasikan dengan studi lapangan ntuk 
mengetahui bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam 
masyarakat. Para ahli socio legal harus memiliki pemahaman 
tentang instrumen dan substansi hukum yang terkait dengan bidang 
studinya. Justru dengan pendekatan sosiologi atau antropologi, 
maka substansi hukum dapat lebih dijelaskan secara lebih 
mendalam. Melalui studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal 
dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap warga masyarakat 
tertentu (perempuan, orang miskin, komunitas adat, dan 
sebagainya). Juga dapat dijelaskan bagaimanakan pasal-pasal 
dalam hukum merugikan atau menguntungkan kelompok 
masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Oleh karena itu, 
socio legal studies juga berurusan dengan jantung persoalan dalam 
studi hukum, yaitu membahas konstitusi sampai peratuan 
perundang-undangan pada tingkat yang paling rendah seperti 
peraturan desa.20 
Dalam meneliti tentang bagaimana penerapan prinsip Restorative 
Justice dalam pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 
Keadilan Restoratif, pendekatan sosio-legal akan membantu Peneliti, 
disamping menelaah sinkronisasi antar norma baik secara vertikal maupun 
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horizontal, juga untuk memahami mengenai konteks sosial yang 
mempengaruhi pembentukan hukum dan pelaksanaannya. Selain itu, 
melalui pemahaman Teori Sistem Hukum, juga akan dilihat bagaimana 
instrumen serta pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 
Keadilan Restoratif demikian berpengaruh dalam penerapan prinsip 
Restorative Justice. Oleh karenanya, pendekatan sosio-legal diharapkan 
dapat menjawab tidak hanya bagaimana hukum dijalankan dan berdampak, 
namun juga mengapa keadaan yang demikian bisa terjadi. 
 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah pada Kejaksaan 
Tinggi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Pahlawan Nomor 14, Semarang 
Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. 
 
3. Jenis dan Sumber Data 
Secara umum terdapat 2 (dua) jenis dan sumber data dalam 
penelitian, yaitu data primer (primary data atau basic data) dan data 
sekunder (secondary data). Data primer merupakan data yang diperoleh 
langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-
bahan kepustakaan.21 Berdasarkan pengertian tersebut, jenis dan sumber 
                                                          




data yang digunakan Penulis dalam menyusun penelitian hukum ini antara 
lain: 
a. Data Primer 
Data primer dalam penelitian hukum ini akan diperoleh dari hasil 
wawancara di lokasi penelitian dengan pihak-pihak dari: 
1) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; dan 
2) Asisten Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi. 
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan 
mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 
dari bahan-bahan hukum berupa: 
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 
yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan 
perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, 
yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang 
hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan 
dalam penulisan hukum ini antara lain: 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 
b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; 
c) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 




penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain terkait 
Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Sistem Penuntutan dan 
lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian hukum ini.   
3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain terkait 
Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Sistem Penuntutan, dan 
lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian hukum ini.  
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan Penulis adalah 
sebagai berikut: 
a. Data primer, diperoleh melalui kegiatan-kegiatan wawancara dan 
observasi. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 
mengenai orang, kejadian, perasaan, dan motivasi degan cara lisan dari 
seorang responden. Wawancara bertujuan mengumpulkan keterangan 
tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Sedangan 
observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu gejala di 
masyarakat. Teknik wawancara langsung dan observasi dengan 
responden di lokasi penelitian dilakukan untuk menggali informasi 
terkait permasalahan yang dikaji.22 Metode wawancara yang digunakan 
adalah penggabungan metode terpimpin (terstruktur) dan metode bebas 
                                                          




(tidak terstruktur). Penulis membuat pedoman wawancara dan memberi 
peluang pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan data. 
b. Data sekunder, diperoleh Penulis dengan studi kepustakaan yang 
diperoleh melalui berbagai literatur meliputi buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan 
kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan 
yang diteliti. 
 
5. Metode Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan 
hukum ini adalah model analisis kualitatif dengan menggunakan, 
mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian 
lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-
kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik 
analisis ini terdapat 3 (tiga) komponen untama, antara lain:23  
a. Reduksi data, merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, 
penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data kasar 
yang dimuat dalam cacatan tertulis (fieldnote). 
b. Penyajian data, merupakan rangkaian informasi yang tersusun dalam 
kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu 
kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan. Sajian data harus 
mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab 
                                                          




permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain dalam bentuk narasi 
kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis 
matriks, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel. 
c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan ketika proses 
pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar 
nantinya dapat benar-benar dipertanggungjawabkan. Apabila simpulan 
dirasa kurang maksimal karena kurangnya rumusan data dalam 
reduksi maupun sajian datanya, maka Penulis wajib kembali 
melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk 
mencari pendukung simpulan yang telah dikembangkan dan juga 
sebagai usaha pendalaman data. 
 Teknik analisis data dapat digambarkan dalam bentuk rangkaian 























6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan bertujuan mempermudah dalam melakukan 
pembahasan serta penjabaran isi dari penelitian yang dimaksud. 
Sistematika penulisan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut: 
BAB I : Pendahuluan 
Pada Bab ini akan diuraikan mengenai: Latar Belakang, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
BAB II : Tinjauan Pustaka 
Pada Bab ini akan diuraikan mengenai (1) Konsep Restorative 
Justice dalam Hukum Pidana; (2) Lembaga Penuntutan dalam 
Sistem Peradilan Pidana; dan (3) Mekanisme Penghentian 
Penuntutan. 
BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada Bab ini akan diuraikan secara sistematis tentang hasil-
hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain berkaitan 
dengan: (1) Latar Belakang Prinsip Restorative Justice dalam 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif; dan (2) Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam 
pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 
Keadilan Restoratif yang berfokus pada: (a) kendala penerapan 
prinsip Restorative Justice dalam pelaksanaan Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan 
(b) strategi untuk mengefektifkan penerapan prinsip 
Restorative Justice dalam pelaksanaan Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 





BAB IV : Penutup  
Pada Bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran-saran dari 
hasil penelitian ini. Kesimpulan memuat pernyataan singkat 
dan akurat dari hasil penelitian. Kemudian, saran yang 
merupakan argumen penutup dan hasil analisis berupa 
rekomendasi yang mengandung pemikiran terhadap 




























A. Tinjauan tentang Restorative Justice 
1. Pengertian Restorative Justice 
Restorative Justice jika diterjemahkan secara bebas dapat diartikan 
sebagai . Pendekatan Restorative Justice digunakan sebagai bingkai dalam 
strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab 
ketidakpuasan atas bekerjanya Sistem Peradilan Pidana konvensional yang 
cenderung mengarah pada paradigma Retributive Justice seperti yang 
digambarkan di dalam tabel berikut:24 
Tabel 1: 
Perbedaan Retributive Justice dengan Retorative Justice 
Retributive  Justice Restorative Justice 
Victims are peripheral to the 
process 
Victims are central to the process 
The focus is on punishing or on 
treating an offender 
He focus is on repairing the harm 
between and offender and victim, 
and perhaps also an offender and a 
wider community 
The community is represented by 
the state 
Community members or 
organisations take a more active 
role 
The process is characterized by 
adversarial relatitionships among 
the parties 
The process is characterized by 
dialogue and negotiation among the 
parties 
 
                                                          
24  Destri Tsurayya Istiqamah, “Analisis Nilai Keadilan Retoratif Pada Penerapan Hukum Adat di 




Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara 
pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan 
korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta 
kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.25 Menurut Daniel W. 
Van Ness dan Karen Heetderks Strong, penekanan dalam Restorative 
Justice terletak pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh 
perilaku kriminal, yang dilakukan dengan mempertemukan kedua belah 
pihak untuk memutuskan cara yang terbaik dalam menyelesaikan kasus 
yang ada.26 Menurut John Braithwaite, tujuan utama Restorative Justice 
adalah perbaikan luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dan 
konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku, dan masyarakat. 
Cara-cara seperti itu akan melahirkan perasaan malu dan 
pertanggungjawaban personal serta keluarga atas perbuatan salah mereka 
untuk diperbaiki secara memadai.27 
Muladi menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice tidak 
memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana 
memecahkan masalah kewajiban dan tanggung jawab dari pelaku. Model 
penjeraan diganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. 
Masyarakat dianggap merupakan fasilitator di dalam proses dan perasaan 
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27  Nur Rochaeti, “Implementasi  dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 




korban juga pelaku diakui. Stigma atau pelabelan dihapus dan 
kemungkinan untuk bertobat dan memaafkan selalu terbuka asal pelaku 
membantu perbaikan situasi yang diakibatkan oleh perbuatannya.28 
Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan bahwa Restorative 
Justice berisi prinsip-prinsip yang bertujuan untuk membangun partisipasi 
bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk 
menyelesaikan suatu peristiwa tindak pidana. Restorative justice 
menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “stakeholders” 
yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian 
yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions).29 Susan Sharpe 
mengemukakan terdapat 5 (lima) prinsip dalam Restorative Justice, antara 
lain: 
1. Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan 
konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan 
secara aktif dalam perndingan untuk menemukan penyelesian 
secara komperehensif. Selain itu juga membuka kesempatan 
bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan 
dan keteribannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama 
memecah persoalan ini; 
2. Restorative justice mencari solusi untuk mengembalikan dan 
menyembuhkan kerusakaan atau kerugian akibat tindak pidana 
yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya 
penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang 
menimpanya; 
3. Restorative justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh 
bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku 
harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua 
kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut 
mendatangkan kerugian bagi orang lain; 
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4. Restorative justice berusaha menyatukan kembali pelaku 
sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama 
ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan 
mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta 
merintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat 
secara normal; 
5. Restorative justice memberikan kekuatan kepada masyarakat 
untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang 
kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan 
masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi 
masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi 
semua masyarakat.30 
Restorative Justice memfokuskan diri pada kejahatan (crime) 
sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (justice) sebagai usaha untuk 
memperbaiki kerusakan.  memiliki visi untuk mengangkat peran korban, 
pelaku, dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat 
penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan kemanan 
masyarakat.31 Jadi tujuan Restorative Justice tidak hanya berhenti pada 
keadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, tetapi 
juga sangat berkaitan dengan kelangsungan keamanan kehidupan 
masyarakat.  
2. Restorative Justice dalam Kerangka Pluralisme Hukum 
Restorative Justice di Indonesia mempunyai dasar yang berbeda 
dari perkembangan di dunia Barat. Dalam konteks penanggulangan 
kejahatan, teori pluralisme hukum menjadi sangat relevan apabila 
dikaitkan dengan pendekatan Restorative Justice. Warner Menski dalam 
bukunya Comparative Law in a Global Contex:The Legal System of Asia 
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and Africa mendefinisikan plualisme hukum sebagai pendekatan dalam 
memahami pertalian antara hukum Negara (positive law), aspek 
kemasyarakatan (socio-legal approach) dan hukum alam 
(moral/etchic/religion).32 Realitas kompleks tersebut oleh Warner Menski 
dapat digambarkan dalam ragaan sebagai berikut:33 
Gambar 1:  
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Pluralisme hukum mengembangkan model hukum interaktif antara 
hukum negara, nilai-nilai/etika/agama, dan norma-norma sosio-kultural.34 
Unsur terpenting menjadi karakteristik dalam pluralisme hukum adalah 
bekerjanya semua sistem hukum secara utuh, bukan parsial. Unsur 
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interaksi menjadi inheren dalam memahami konsep pluralisme.35 
Keterkaitan konstan di antara tiga elemen tersebut dapat mengisi skenario 
dan konlik yang timbul sebagai akibat penerapan yang kaku dari masing-
masing sumber hukum yang berlainan tersebut yang dalam bahasanya, 
Menski menyatakan bahwa: “Legal pluralism fills the central space in this 
triangle because it signifies all those scenarios and conflict situations in 
which neither of the three masjor law making source rules roots 
absolutely. The centre ot this triangle would appear to indicate “perfect” 
justice as the result of equilibrium between the various competing foces.36  
Konsep pluralisme hukum dapat memberikan dorongan adanya 
integrasi antara satu instrumen hukum dengan yang lainnya, tak terkecuali 
peradilan adat. Peradilan adat menjadi ciri khas hukum adat karena ia 
merupakan aspek praktik dari norma-noma hukum adat yang ada di 
masyarakat. Menurut Paul Kuruk, peradilan adat memiliki beberapa 
kelebihan, diantaranya: 
Pertama, fleksibilitas dan relevantif; peradilan adat berkembang 
seiring berkembangnya komunitas masyarakat adat dan karena itu 
peradilan adat relevan dengan perubahan keadaan di komunitas. 
Kedua, adanya “rasa saling memiliki”; peradilan adat memberi 
masyarakat rasa memiliki karena sifat partisipatifnya di mana 
keluarga terdakwa dan korban berpartisipasi dalam proses tersebut. 
Selain itu proses peradilan adat dipahami oleh semua anggota 
masyarakat adat sehingga mereka mengetahui bagaimana bertindak 
sendiri karena didasarkan pada hukum yang mereka ketahui. 
Ketiga, kesederhanaan dan keakraban; bahasa yang digunakan 
adalah bahasa daerah para pihak yang berkepentingan sehinga 
berpotensi meningkatkan keakraban antara seluruh pihak yang 
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berperkara. Keempat, peradilan adat didasarkan pada mediasi dan 
mendukung keputusan yang restoratif. Hal ini sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dan cenderung membangun kembali 
hubungan masyarakat dibandingkan dengan sistem formal yang 
berbasis sanksi berupa denda, kuungan maupun penjara. Kelima, 
peradilan adat mudah, murah, dan cepat untuk diakses.37 
Salah satu karakteristik peradilan adat di berbagai daerah pada 
dasarnya mendukung penerapan Restorative Justice. Konsep Restorative 
Justice dalam kerangka peradilan adat perlu diintegrasikan dengan Sistem 
Peradilan Pidana melalui pendekatan pluralisme hukum. Marc Levin 
menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dikenal tradisional kini justru 
dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.38 Penggunaan Restorative 
Justice ini secara terbatas telah dipraktikkan dalam proses penyelesaian 
perkara pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk pengguna narkotika, 
namun perlu diperluas diterapkan untuk berbagai tindak pidana lainnya. 
 
B. Tinjauan tentang Lembaga Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana 
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 
Istilah Sistem Peradilan Pidana, yang merupakan terjemahan dari 
Criminal Justice System, menunjukkan mekanisme kerja dalam 
menjalanan fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana 
menggunakan pendekatan sistem. William A. Shore dan J.R Voich 
mendefinisikan sistem sebagai, “a set of interrelated parts, working 
independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, 
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whithin a complex environment.”39 Lebih lanjut, Shore dan Voich 
menjelaskan pengertian dasar yang terkandung dalam sistem tersebut, 
meliputi: (1) sistem itu selalu berorientasi pada suatu tujuan; (2) 
keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya; (3) 
suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu 
lingkungannya; (4) bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan 
sesuatu yang berharga; (5) masing-masing bagian harus cocok satu sama 
lain; dan (6) ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu.40 
Pemahaman mengenai sistem dapat diartikan sebagai suatu 
rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai 
tujuan tertentu. Muladi dalam bukunya Kapita Selekta Sistem Peradilan 
Pidana, menyatakan bahka sistem harus dilihat dalam konteks, baik 
sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara 
terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system 
dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang 
satu sama lain saling ketergantungan.41  
Apabila berbagai definisi sistem di atas dikaitkan dengan 
pengertian sistem hukum, maka yang dimaksud dengan sistem hukum 
dengan mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo adalah suatu 
kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian 
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atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dengan erat.42 
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sistem hukum bergerak di antara 2 
(dua) dunia yang berbeda, yaitu dunia nilai dan dunia sehari-hari atau 
realitas sosial. Akibatnya, sering terjadi ketegangan disaat hukum itu 
diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai hendak 
diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor 
yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.43 Dengan demikian, 
hukum merupakan salah satu subsistem di antara subsistem-subsistem 
sosial lain, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Itu berarti, hukum 
tidak dapat dilepas-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis 
bekerjanya.44 
Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya 3 (tiga) komponen 
subsistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum, antara 
lain:45 
a. Substansi Hukum, yaitu kumpulan nilai asas dan norma hukum 
yang ada, atau yang lazim dikenal dengan law in the books 
dalam suatu sistem hukum. Berikut penjelasan Friedman 
terhadap substansi hukum: “By this is meant the actual rules, 
norms, and behaviour patterns of people inside the system. This 
is, first of all, “the law” in the popular sense of the term the fact 
that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can 
be sent to prison, that “by law” a pickle maker has to list his 
ingredients on the label of the jar.” (Substansi berarti produk 
hukum yang dihasilkan oleh badan yang berada dalam sistem 
hukum, mencakup juga hukum yang hidup (living law), bukan 
hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). 
Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan 
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sebuah tatanan hukum yang bisa menjamin penyelenggaraan 
negara dan relasi antara warga negara dan pemerintah secara 
baik. Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sebuah sistem 
hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom 
dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi 
masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat 
menindas, ortodoks dan reduksionistik). 
b. Struktur Hukum, yang dalam teori ini disebut sebagai sistem 
struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 
dilaksanakan dengan baik. Berikut penjelasan Friedman 
terhadap struktur hukum: “To begin with, the legal system 
consist of elements of the kind: the number and size of courts; 
their jurisdiction…Structure also means how the legislature is 
organized…what procedures the police department follow, and 
so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal 
system…a kind of still photograph, with freezes the action.” 
(Struktur dalam sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, 
jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis 
kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik 
banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga 
berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti 
oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari 
lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan 
perangkat hukum yang ada).   
c. Budaya Hukum, erat kaitannya dengan kesadaran hukum 
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka 
akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola 
pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, 
tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap 
hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. 
Berikut penjelasan Friedman terhadap budaya hukum: 
“…people’s attitudes toward law and legal system―Their 
beliefs, values, ideas, and expectations… The legal culture, in 
other words, is the climate of social thought and social force 
which determines how law is used, avoided, or abused. Without 
legal culture, the legal system is inert― a dead fish lying in a 
basket, not a living fish swimming in the sea.” (sikap 
masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum adalah 
Keyakinan mereka, nilai-nilai, ide-ide, dan harapan… Budaya 
hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan 
kekuatan sosial yang menentukan bagimana hukum digunakan, 
dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, hukum 
akan menjadi tidak berdaya, ibarat ikan mati, jika tak disokong 




Konsekuensi dan implikasi dari hubungan antar subsistem tersebut 
antara lain:  
1. Semua subsistem akan saling bergantung (interdependent), 
karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan 
(input) bagi subsistem lain. 
2. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation 
and cooperation, yang pada gilirannya akan meningkatkan 
upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem. 
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem 
akan berpengaruh pada subsistem yang lain.46 
Pemahanan terkait pendekatan sistem sebagaimana yang telah 
diuraikan di atas sangat berkaitan erat dengan konsepsi Sistem Peradilan 
Pidana. Mardjono Reksodiputro mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana 
sebagai suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat 
subsistem yang saling berkaitan.47 Subsistem tersebut, oleh Barda Nawawi 
Arief, disebutkan terdiri dari 4 (empat) subsistem, yaitu: (1) kekuasaan 
Penyidikan oleh Kepolisian; (2) kekuasaan Penuntutan oleh Kejaksaan; (3) 
kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana oleh 
Pengadilan; dan (4) kekuasaan pelaksana atau eksekusi oleh Lembaga 
Pemasyarakatan.48 
Cavadino dan James Dignan menyatakan bahwa Sistem Peradilan 
Pidana adalah “A term covering all those institution which respond 
officially to the commission of offences, notably the police, prosecution 
authorities and the court.” Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana tidak 
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hanya mencakup satu institusi tetapi akan berkaitan erat dengan beberapa 
institusi Negara yang menurut Feeney pekerjaan aparat penegak hukum 
yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat 
penegak hukum yang lain. Secara tegas dikatakan oleh Feeney bahwa: 
“……what once criminal justice agency does likely to affect and be affected 
by other agencies and……a detailed knowledge of the kinds of interactions 
that are likely yo yake is essential for undertaking system improvement.”49 
Romli Atmasasmita menyebukan ciri pendekatan sistem dalam 
peradilan pidana ialah sebagai berikut: 
1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen-
komponen yang membentuk peradilan pidana (Kepolisian, 
Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan); 
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh 
komponen-komponen peradilan pidana; 
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari 
efisiensi penyelesaian perkarat; dan 
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “the 
administration of justice”. 
Sistem Peradilan Pidana, jika diterapkan secara konsisten, 
konsekuen, dan terpadu antara subsistem yang membentuknya, maka 
manfaat Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai berikut: 
1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu 
pintu, yaitu Kepolisian. Data statistik kriminal tersebut dapat 
dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan 
kriminal secara terpadu dalam rangka penanggulangan 
kejahatan. 
2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara 
terpadu dalam penanggulangan kejahatan. 
3. Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan 
masukan bagi pemerintah dalam kebijakan social yang 
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dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka 
menenagah, dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan 
nasional. 
4. Memberikan jaminan kepastian hukum, baik kepada individu 
maupun masyarakat.50 
Sistem Peradilan Pidana disebut juga dengan istilah Law 
Enforcement System atau Sistem Pengakan Hukum, karena di dalamnya 
mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan 
oleh lembaga-lembaga tersebut merupakan usaha konkrit untuk 
menegakkan aturan-aturan hukum abstrak. Secara singkat proses dalam 
Sistem Peradilan Pidana dapat diuraikan dalam skema sebagai berikut: 
Gambar 1: 
Skema Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 
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2. Lembaga Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana 
Salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana adalah 
Penuntutan (Vervolging). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) mengatur secara tegas 
bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam 
melakukan kekuasaan Negara dalam bidang Penuntutan. Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut 
UU Kejaksaan) memberikan pengertian-pengertian pokok atau tafsir 
otentik sebagai berikut: 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang 
lain berdasarkan undang-undang. 
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-
undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 
hakim. 
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya 
diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan. 
4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis 
dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan 
kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. 
 
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, Kejaksaan adalah 
lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang 
penuntutan serta kewenangan lain berdasakan undang-undang. Tugas dan 







(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
a. melakukan penuntutan; 
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 
keputusan lepas bersyarat; 
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang; 
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik.  
(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan 
kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar 
pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan 
turut menyelenggarakan kegiatan: 
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
b. Pengamatan kebijakan penegakan hukum; 
c. Pengawasan peredaran barangcetakan; 
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan negara; 
e. Pencegahan penyaahgunaan dan/atau penodaaan agama; 
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik 
kriminal. 
Secara garis besar, wewenang Penuntut Umum menurut Pasal 14 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai 
berikut: 
1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dari 
penyidik atau pembantu penyidik; 
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekuarangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 
(3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka 
menyempurnakan penyidikan dari penyidik; 
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan 
atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan 
setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; 
4. Membuat surat dakwaan; 




6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat 
panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk 
dating pada siding yang telah ditentukan; 
7. Melakukan Penuntutan; 
8. Menutup perkara demi kepentingan umum; 
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab; dan 
10. Melaksanakan penetapan hakim.  
 
 
C. Tinjauan tentang Penghentian Penuntutan. 
Sistem Penuntutan terdiri dari 2 (dua) asas besar yang kemudian 
menjadi 2 (dua) sistem utama dalam sistem Penuntutan. Prinsip tersebut 
antara lain:51 
1.  Prinsip Legalitas 
Prinsip legalitas yang dimaksud di dalam hukum acara pidana 
sebagai prinsip dasar dalam sistem Penuntutan memiliki 
pengertian yang berbeda dengan prinsip legalitas dalam hukum 
pidana sebagai dasar berlakunya hukum pidana. Prinsip legalitas 
dalam hukum pidana menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan 
dapat dihukum tanpa ada undang-undang atau peraturan yang 
mengaturnya lebih dahulu. Sedangkan prinsip legalitas dalam 
hukum acara pidana diartikan sebagai prinsip yang mewajibkan 
Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan terhadap seseorang 
yang melanggar peraturan hukum pidana. Prinsip ini merupakan 
implementasi terhadap pinsip kesetaraan di hadapan hukum 
(equality before the law). 
2.  Prinsip Oportunitas 
Prinsip opotunitas bertolak belakang dengan prinsip legalitas, di 
mana dalam prinsip oportunitas, sekalipun tersangka telah terang 
bersalah menurut pemeriksaan Penyidikan dan kemungkinan besar 
akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut 
tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh Penuntut Umum atas 
dasar demi kepentingan umum. Oleh beberapa ahli hukum 
dinyatakan bahwa asas opotunitas merupakan suatu tindakan 
mengesampingkan perkara, akan tetapi belum dijelaskan apakah 
tidak menuntut perkara berdasarkan pertimbangan hukum pada 
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elemen subsociale52 termasuk juga tindakan mengesampingkan 
perkara. 
Jika dibandingkan antara kedua pinsip tersebut, prinsip legalitas 
merupakan kewajiban yang dimiliki oleh Penuntut Umum untuk menuntut 
setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan berlandaskan prinsip equality 
before the law, sedangkan prinsip oportunitas adalah hak Penuntut Umum 
untuk melanjutkan atau menghentikan perkara yang diajukan kepadanya atas 
dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. 
Penerapan dari asas oportunitas dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana 
diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa Jaksa 
Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi 
kepentingan umum. Pada bagian penjelasan, tertulis bahwa: 
Pasal 35 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan 
bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. 
Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini 
meupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan 
oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari 
badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan 
masalah tersebut.  
 
Dalam perkembangannya, eksistensi perwujudan prinsip oportunitas 
tidak hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, namun juga oleh Penuntut Umum 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 
                                                          
52  Pompe membagi elemen strafbaarfeit atas : (1) wedderechtelijkheid (unsur melawan hukum); 
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demikian ini termasuk penyampingan perkara yang dinamakan seponering. Tolib Effendi, “Re-





15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif. Pendekatan Restorative Justice yang sejalan dengan prinsip 
oportunitas dengan tegas disebut pada bagian konsideran huruf b yang 
berbunyi:  
Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan  
yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan 
keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku tindak 
pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu 
kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus 
dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan 
Sistem Peradilan Pidana. 
Ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa penutupan perkara 
dapat dilakukan demi kepentingan hukum antara lain jika telah ada 
penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process). Lebih 
lanjut, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 
menjelaskan bahwa proses tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan, yaitu: 
(1) untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan 
sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau (2) 
telah ada pemulihan kembali pada keadaan semua dengan menggunakan 
pendekatan . 
Untuk menghentikan penuntutan dengan menggunakan pendekatan 
Restorative Justice, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) 




Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat 5 (lima) 
hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 
1. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; 
2. penghindaran stigma negatif; 
3. penghindaran pembalasan; 
4. respon dan keharmonisan masyarakat; dan 
5. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 
Jaksa Penuntut Umum juga perlu mempertimbangkan sejumlah hal, 
yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan RestoratifKeadilan Restoratifsebagai berikut: 
1. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; 
2. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana; 
3. tingkat ketercelaan; 
4. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; 
5. cost and benefit penanganan perkara; 
6. pemulihan kembali pada keadaaan semula; dan 
7. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka. 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membuka ruang 
yang sah menurut hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk 
bersama-sama merumuskan penyelesaian perkara untuk pemulihan ke 




pula Restorative Justice diharapkan dapat terwujud sehingga hukum pidana 
























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Latar Belakang Prinsip Restorative Justice dalam Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 
Penyusunan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
RestoratifKeadilan Restoratif merupakan langkah Kejaksaan dalam 
menjawab kebutuhan hukum masyarakat terkait pemulihan kembali pada 
keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan 
pelaku tindak pidana yang tidak tercapai dengan menggunakan sistem 
peradilan pidana konvensional sebagaimana yang diungkapkan Dr. Ratih, 
S.H., M.H selaku Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum pada 
Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia:  
Sepanjang tahun 2020 ditemukan kasus-kasus pidana ringan, salah 
satunya kasus Kakek Samirin, yang semestinya tidak layak untuk 
disidangkan sehingga mendapat banyak perhatian publik karena dirasa 
mencederai rasa keadilan. Jaksa sebagai Penuntut Umum dinilai hanya 
sekadar “meneruskan” berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik 
untuk disidangkan di pengadilan tanpa betul-betul berperan secara 
substansial dalam menentukan arah perkembangan perkara. Hal ini 
kemudian menjadi atensi Jaksa Agung yang kemudian diteruskan 




(Jampidum) dan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Bagian 
Rancangan dan Pertimbangan Hukum.53  
Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H. selaku Tim Perumus Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan tujuan Kejaksaan 
mengakomodir konsep Restorative Justice pada tataran kebijakan:  
Selain untuk meminimalisir perkara-perkara yang sifatnya ringan yang 
seharusnya tidak perlu masuk ke pengadilan dan tidak menjadi 
tumpukan beban perkara, pendekatan Restorative Justice dipilih untuk 
mengupayakan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban 
dan pelaku tindak pidana serta memulihkan kondisi sosial secara 
langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam 
menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun 
tumpul ke atas.54   
Lebih lanjut, Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H. menegaskan bahwa 
penyusunan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan 
dapat mengatasi kekosongan hukum terkait penyelesaian perkara berdasarkan 
pendekatan Restorative Justice: 
Kebutuhan penerapan pendekatan Restorative Justice menjadi agenda 
prioritas nasional pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 18 
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020-2024. Ditambah lagi, karena Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengakomodir 
konsep ini, maka Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif diharapkan dapat mengatasi kekosongan hukum terkait 
penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan Restorative Justice. 
Peraturan ini mendorong Jaksa di daerah untuk menghentikan 
penuntutan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian 
                                                          
53 Wawancara dengan Dr. Ratih, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan 
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Rabu, 28 Juli 2021.    
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Penuntutan (SKPP) terhadap perkara-perkara ringan yang dapat 
diterapkan berdasarkan Restorative Justice.55 
Gagasan penyelesaian perkara menggunakan pendekatan Restorative 
Justice kemudian dituangkan Kejaksaan dengan pembentukan kebijakan baru: 
Kejaksaan tidak menyertakan naskah akademik dalam proses 
penyusunan aturan ini karena menurut Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
hanya rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah 
provinsi, dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang wajib 
disertai naskah akademik.56 
Jampidum menerima perintah lisan dari Jaksa Agung, kemudian 
gagasan dituangkan dalam bentuk draf atau rancangan peraturan yang 
selanjutnya diharmonisasi oleh Biro Hukum. Proses penyusunan 
melibatkan 1 (satu) konsultan dan 2 (dua) peneliti dari Indonesia 
Judicial Research Society (IJRS). Substansi diupayakan berbasis data 
dan mengikuti perkembangan hukum.57     
Sebagai suatu filosofi pemidanaan, Restorative Justice dalam 
implementasinya membutuhkan dasar hukum yang dapat memberikan 
legitimasi dalam aplikasinya. Asas oportunitas menjadi pilihan karena sejalan 
dengan arah pembaruan hukum di Indonesia yang mempromosikan 
pendekatan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana khususnya 
pada proses pra-persidangan.    
Asas opotunitas bertolak belakang dengan asas legalitas, di mana 
dalam asas oportunitas, sekalipun tersangka telah terang bersalah menurut 
pemeriksaan Penyidikan dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi 
hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut dapat tidak dilimpahkan ke 
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sidang pengadilan oleh Penuntut Umum atas dasar “demi kepentingan 
umum”. Jadi melalui asas oportunitas, Penuntut Umum memiliki hak untuk 
melanjutkan atau menghentikan perkara yang diajukan kepadanya atas dasar 
pertimbangan demi kepentingan umum. 
Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Restorative 
Justice pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung 
Republik Indonesia menjelaskan terdapat 2 (dua) macam keputusan tidak 
menuntut dalam kerangka asas oportunitas. Pertama, penghentian penuntutan 
karena alasan teknis. Kedua, penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.  
1. Wewenang Tidak Menuntut Karena Alasan Teknis 
Terdapat 2 (dua) keadaan yang dapat menyebabkan penuntutan tidak 
dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan, antara lain:  
a. Pasal 140 KUHAP 
Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menghentikan 
penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: 
Pasal 140 ayat (2) 
a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan 
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara 
ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut 
dalam surat ketetapan; 
b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan 
bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. 
c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada 
tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah 
tahanan Negara, penyidik dan hakim. 
d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum 
dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.  
Penghentian penuntutan suatu perkara yang dimaksud dalam 




tindak pidana yang disampaikan Penyidik, tidak dilimpahkan Penuntut 
Umum ke sidang pengadilan dikarenakan 3 (tiga) keadaan, antara lain: 
1. Tidak terdapat cukup bukti;  
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; atau 
3. Perkara ditutup demi hukum.  
b. Pasal 139 dan Pasal 144 KUHAP 
Setelah Penuntut Umum menerima kembali berkas perkara sesuai 
Pasal 138 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya Penuntut Umum 
mempunyai suatu kewenangan untuk menentukan apakah berkas 
perkara memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan sesuai 
Pasal 139 KUHP: 
Pasal 139 
Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil 
penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan 
apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk 
dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.  
KUHAP juga mengatur bahwa Jaksa dapat melakukan perubahan 
atas surat dakwaan yang telah dilimpahkan. Jaksa akan menyertakan 
alasan mengapa ia melakukan perubahan surat dakwaan tersebut, 
apakah untuk kepentingan penyempurnaan ataupun untuk tidak 
melanjutkan penuntutannya sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 
144 KUHAP: 
Pasal 144 
(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum 
pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk 
menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan 
penuntutannya. 
(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 





(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia 
menyampai kan turunannya kepada tersangka atau penasihat 
hukum dan penyidik. 
 
2. Wewenang Tidak Menuntut karena Alasan Kebijakan 
Terdapat 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan penuntutan tidak 
dapat dilakukan karena alasan kebijakan atau pengenyampingan perkara, 
antara lain:  
a. Demi Kepentingan Umum (Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan) 
Wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan 
umum yang merupakan penerapan dari asas oportunitas hanya dimiliki 
oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan 
bahwa: 
Pasal 35 huruf c 
Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang 
mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yaitu 
kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan 
masyarakat luas”.  
Pada bagian penjelasan, dijelaskan tentang apa yang termasuk 
dalam lingkup kepentingan umum: 
Pasal 35 huruf c 
Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah 
kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan 
masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan ini meupakan pelaksanaan asas 
oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung 
setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan 






b. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan 
1) Pranata Hukum Transaksi (Pasal 82 KUHP) 
Berdasarkan materi Pasal 82 KUHP diketahui bahwa 
penyelesaian di luar sidang pengadilan hanya berlaku untuk 
pelanggaran tertentu yaitu pelanggaran yang semata-mata diancam 
dengan hukuman denda dan tidak terhadap pelanggaran yang 
diancam dengan hukum yang alternatif. Selengkapnya Pasal 82 
KUHP berbunyi: 
Pasal 82 KUHP 
(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan 
pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela 
dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah 
dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat 
yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum , dan dalam 
waktu yang ditetapkan olehnya. 
(2) Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka 
barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau 
harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1. 
(3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, 
pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut 
pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah 
hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini. 
(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang 
yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum 
berumur enam belas tahun. 
2) Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak memuat semangat mengedepankan upaya 
pemulihan secara berkeadilan dan menghindarkan anak dari proses 
peradilan dengan cara Diversi, yakni pengalihan penyelesaian 
perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
pidana. Tujuan yang hendak dicapai dalam mengimplementasikan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak adalah terwujudnya , yaitu penyelesaian perkara tindak 




dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 
keadaan semula, dan bukan dengan pembalasan.    
3) Penuntutan dengan Atau Tanpa Syarat (Rancangan Undang-Undang 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 
Pasal 137 huruf c Rancangan KUHP mengakomodasikan 
ruang gerak Penuntut Umum dalam melaksanakan diskresi, sebagai 
berikut: 
Pasal 137 huruf c 
Bagi tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana 
denda kategori I dan II, dinilai cukup apabila terhadap orang 
yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan 
penuntutan, asal membayar denda maksimum yang 
diancamkan. Penuntut Umum harus menerima keinginan 
terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.  
Bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori 
III, jika Penuntut Umum menyetujui terdakwa dapat memenuhi 
maksimum denda untuk menggugurkan penuntutan.  
Secara sederhana, berikut bagan yang menggambarkan 2 (dua) macam 










Dalam perkembangannya, terdapat perbedaan penerapan asas 
oportunitas antara penutupan perkara pidana “demi hukum” dengan perkara 
pidana “ditutup demi kepentingan hukum” sebagaimana dijelaskan oleh Dr. 
Ratih, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum 
pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik 
Indonesia: 
Perkara pidana ditutup “demi hukum” masih dapat dituntut bilamana 
ada alasan baru, sedangkan perkara pidana yang ditutup definitif 
“demi kepentingan umum” tidak boleh dituntut kembali.58 
 Mengingat tujuan dari asas oportunitas adalah kepentingan Negara, 
maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaannya karena ada 
kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dengan memakai kepentingan 
Negara sebagai alasan menyampingkan perkara pidana padahal tindakan itu 
dilakukan tidak lain untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok 
tertentu: 
Kejaksaan berupaya membangun mekanisme pengendalian agar 
aturan ini tidak disalahgunakan karena memang memuat isu yang 
sangat strategis. Meskipun pendekatan Restorative Justice digunakan 
untuk perkara kecil, tapi tetap saja bisa disalahgunakan, termasuk 
perbuatan yang sifatnya transaksional. Ini menjadi alasan kuat 
pencantuman pembatasan waktu, limitasi, dan syarat pelibatan 
masyarakat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif.59 
 
                                                          
58  Wawancara dengan Dr. Ratih, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan 
Hukum pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada 






Upaya Kejaksaan dalam membangun konsep  dalam tahap penuntutan 
terlihat nyata dengan merumuskan kriteria yang bersifat preventif dan represif 
sebagai berikut: 
Tabel 2: 
Muatan Materi Peraturan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 
Keadilan Restoratif 
Terminologi 
Ketentuan Rumusan Keterangan 
Pasal 1 1.  adalah penyelesaian perkara tindak 
pidana dengan melibatkan pelaku, 
Korban, keluarga pelaku/Korban, dan 
pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil 
dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula, dan 
bukan pembalasan. 
2.  Korban adalah orang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan atau kerugian ekonomi yang 








Ketentuan Rumusan Keterangan 
 3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang 
diberi wewenang oleh UndangUndang 
untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim. 
4. Tersangka adalah Tersangka adalah 
seorang yang karena perbuatannya 
atau keadaannya, berdasarkan bukti 
permulaan patut diduga sebagai 
pelaku tindak pidana. 
 
Asas-asas 
Ketentuan Rumusan Keterangan 
Pasal 2 Penghentian penuntutan berdasarkan  
dilaksanakan dengan berasaskan:  
a. keadilan;  
b. kepentingan umum;  
c. proporsionalitas; 
d. pidana sebagai jalan terakhir; dan  
e. cepat, sederhana, dan biaya ringan 
 





Ketentuan Rumusan Keterangan 
Pasal 3 (1) Penuntut Umum berwenang 
menutup perkara demi kepentingan 
hukum. 
(2) Penutupan perkara demi kepentingan 
hukum dilakukan dalam hal: 
a. terdakwa meninggal dunia;  
b. kedaluwarsa penuntutan pidana;  
c. telah ada putusan pengadilan yang 
memperoleh kekuatan hukum 
tetap terhadap seseorang atas 
perkara yang sama (nebis in 
idem);  
d. pengaduan untuk tindak pidana 
aduan dicabut atau ditarik 
kembali; atau 
e. telah ada penyelesaian perkara di 
luar pengadilan (afdoening buiten 
process). 
(3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 




berdasarkan  dalam 
hal telah ada 
penyelesaian 






Muatan Materi (Substantif) 
Ketentuan Rumusan Keterangan 
 a. untuk tindak pidana tertentu, 
maksimum pidana denda dibayar 
dengan sukarela sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau 
b. telah ada pemulihan kembali 
keadaan semula dengan 
menggunakan pendekatan . 
(4) Penyelesaian perkara di luar 
pengadilan dengan menggunakan 
pendekatan  sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b menghentikan 
penuntutan. 
(5) Penghentian penuntutan berdasarkan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan oleh Penuntut Umum 
secara bertanggung jawab dan 
diajukan secara berjenjang kepada 








Ketentuan Rumusan Keterangan 
Pasal 4 (1) Penghentian penuntutan berdasarkan  
dilakukan dengan memperhatikan:  
a. kepentingan Korban dan 
kepentingan hukum lain yang 
dilindungi;  
b. penghindaran stigma negatif;  
c. penghindaran pembalasan;  
d. respon dan keharmonisan 
masyarakat; dan  
e. kepatutan, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. 
(2) Penghentian penuntutan berdasarkan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 
a. subjek, objek, kategori, dan 
ancaman tindak pidana;  
b. latar belakang terjadinya 








Ketentuan Rumusan Keterangan 
 c. tingkat ketercelaan;  
d. kerugian atau akibat yang 
ditimbulkan dari tindak pidana;  
e. cost and benefit penanganan 
perkara;  
f. pemulihan kembali pada keadaan 
semula; dan  
g. adanya perdamaian antara Korban 
dan Tersangka. 
 
Pasal 5 1. Perkara tindak pidana dapat ditutup 
demi hukum dan dihentikan 
penuntutannya berdasarkan  dalam hal 
terpenuhi syarat sebagai berikut: 
a. tersangka baru pertama kali 
melakukan tindak pidana; 
b. tindak pidana hanya diancam 
dengan pidana denda atau diancam 
dengan pidana penjara tidak lebih 








Ketentuan Rumusan Keterangan 
 c. tindak pidana dilakukan dengan 
nilai barang bukti atau nilai 
kerugian yang ditimbulkan akibat 
dari tindak pidana tidak lebih dari 
Rp2.500.000,00 (dua juta lima 
ratus ribu rupiah). 
2. Untuk tindak pidana terkait harta 
benda, dalam hal terdapat kriteria atau 
keadaan yang bersifat kasuistik yang 
menurut pertimbangan Penuntut 
Umum dengan persetujuan Kepala 
Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala 
Kejaksaan Negeri dapat dihentikan 
penuntutan berdasarkan  dilakukan 
dengan tetap memperhatikan syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a disertai dengan salah satu 








Ketentuan Rumusan Keterangan 
 3. Untuk tindak pidana yang dilakukan 
terhadap orang, tubuh, nyawa, dan 
kemerdekaan orang ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dapat dikecualikan. 
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan 
karena kelalaian, ketentuan pada ayat 
(1) huruf b dan huruf c dapat 
dikecualikan. 
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) tidak 
berlaku dalam hal terdapat 
kriteria/keadaan yang bersifat 
kasuistik yang menurut pertimbangan 
Penuntut Umum dengan persetujuan 
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau 
Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat 








Ketentuan Rumusan Keterangan 
 6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), 
penghentian penuntutan berdasarkan  
dilakukan dengan memenuhi syarat: 
a. telah ada pemulihan kembali pada 
keadaan semula yang dilakukan 
oleh Tersangka dengan cara: 
1. mengembalikan barang yang 
diperoleh dari tindak pidana 
kepada Korban; 
2. mengganti kerugian Korban; 
3. mengganti biaya yang 
ditimbulkan dari akibat tindak 
pidana; dan/atau 
4. memperbaiki kerusakan yang 
ditimbulkan dari akibat tindak 
pidana; 
b. telah ada kesepakatan perdamaian 







Ketentuan Rumusan Keterangan 
 c. masyarakat merespon positif. 
7. Dalam hal disepakati Korban dan 
Tersangka, syarat pemulihan kembali 
pada keadaan semula sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat 
dikecualikan. 
8. Penghentian penuntutan berdasarkan  
dikecualikan untuk perkara: 
a. tindak pidana terhadap keamanan 
negara, martabat Presiden dan 
Wakil Presiden, negara sahabat, 
kepala Negara sahabat serta 
wakilnya, ketertiban umum, dan 
kesusilaan; 
b. tindak pidana yang diancam 
dengan ancaman pidana minimal; 
c. tindak pidana narkotika; 
d. tindak pidana lingkungan hidup; dan 







Tabel tersebut di atas menggambarkan gagasan Kejaksaan terkait 
penyelesaian perkara menggunakan pendekatan Restorative Justice yang telah 
dituangkan dalam bentuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif. Sesuai dengan latar belakang pembentukan Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 
terlihat bahwa peraturan ini sudah mengakomodir ketentuan yang bertujuan 
untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat terkait pemulihan kembali 
pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan 
korban dan pelaku tindak pidana, serta dapat meningkatkan efektivitas proses 
penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas 
kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah. 
 
B. Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 
di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. 
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah jajaran Kejaksaan Republik 
Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di 
wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kejaksaan 
Tinggi Jawa Tengah memiliki visi yaitu mewujudkan Kejaksaan sebagai 





dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam Negara hukum 
berdasarkan Pancasila. Sedangkan visi  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah antara 
lain:  
1. Menyatukan tata pikir, tata laku, dan tata kerja dalam penegakan hukum 
2. Optimalisasi pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, dan penuntasan 
pelanggaran hak asasi manusia 
3. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum 
dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam 
masyarakat 
Upaya mewujudkan visi dan misi tersebut dilakukan dengan 
melaksanakan berbagai tugas dan fungsi, antara lain: 
1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanakan dan kebijaksanaan teknis, 
pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai 
dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; 
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, 
pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalakssanaan 
serta pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya; 
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang 
berintikan keadilan di bidang pidana;  
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang 





pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha 
Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian 
hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan 
Negara, berdasarkan peaturan perundang-undangan dan kebijaksanaan 
yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;  
5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat 
perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan 
Hakim karena tidaka mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang 
dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;  
6. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi 
pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;  
7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, 
baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan 
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan 
yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;  
8. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan 
pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi. 
Dalam rangka mewujudkan efektivitas proses penegakan hukum dalam 
kaitannya dengan Restorative Justice, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah 
mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 





di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah. Pada perkembangannya, peraturan 
tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Umum Nomor: B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 
perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 
Keadilan Restoratif. 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif dibentuk karena masih terjadi multi tafsir pemahaman terkait 
pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun 
petunjuk pelaksanaan yang dimaksud antara lain: 
1. Penuntut Umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan 
berdasarkan  berlandaskan pada 3 (tiga) syarat prinsip: 
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; 
b. ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; 
serta 
c. barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 
2.500.000,00 (dua juga lima ratus ribu rupiah) 
2. Penuntut umum dapat mengecualikan syarat prinsip sebagai sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 terhadap kondisi tertentu: 





1) nilai barang bukti atua kerugiannya dapat melebihiri Rp 
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi ancaman 
pidananya tetap denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) 
tahun; atau 
2) ancaman pidana dapat bukan berupa denda atau penjara lebih dari 
5 (lima) tahun asalkan kerugiannya tetap tidak boleh melebihi Rp 
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 
b. untuk tindak pidana terkait orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan 
maka nilai barang bukti atau nilai kerugian boleh dikecualikan, 
artinya boleh melebihi 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 
c. untuk tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian, maka: 
1) ancaman pidana dapat bukan denda atau penjara lebih dari 5 (lima) 
tahun; dan 
2) kerugian dapat lebih dari 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu 
rupiah). 
3. Penuntut Umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan 
penghentian penuntutan berdasarkan  harus dilandasi oleh kesepakatan 
perdamaian yang dilakukan secara adil, proporsional, bebas, dan 
sukarela. 
4. Penuntut Umum sudah harus menentukan penyelesaian perkara dengan 
pendekatan  sejak tahap prapenuntutan dengan merujuk pada Berita 





5. Penuntut Umum mengkoordinasikan dan mengoptimalkan kehadiran 
penyidik dalam pelaksanaan upaya dan proses perdamaian.  
6. Dalam mengupayakan perdamaian terhadap tindak pidana yang 
disangkakan secara alternatif, subsidaritas atau alternatif-kombinasi, 
Penuntut Umum meninjau syarat penghentian penuntutan berdasarkan  
dari masing-masing pasal yang didakwakan. Terpenuhinya syarat dari 
salah satu pasal yang disangkakan tidak menghapuskan upaya 
perdamaian terhadap pasal lain yang disangkakan. 
7. Dalam hal perkara yang disangkakan secara kumulasi atau kombinasi yang 
merupakan concurcus realis, maka Penuntut Umum hanya dapat 
menghentikan proses penuntutan berdasarkan , jika dampak dari 
perbuatan pidana yang dilakukan tidak besar serta adanya respon positif 
dari masyarakat. 
8. Penghentian penuntutan berdasarkan  dalam tindak pidana yang dilakukan 
secara bersama-sama (deeleneming) hanya dapat dilakukan apabila 
seluruh korban dan seluruh pelaku menyetujui upaya perdamaian. 
9. Penuntut Umum tidak diperkenankan menghentikan penuntutan sekalipun 
telah tercapai perdamaian antara korban dan pelaku, apabila pelaksanaan 
perdamaian tidak dilakukan secara bebas dan sukarela serta tidak 
mendapatkan respon positif dari masyarakat. 
10. Dalam hal ada dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang oleh 
Penuntut Umum atau fasilitator dalam upaya perdamaian atau 





Kejaksaan Negeri, atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menolak 
permintaan penghentian penuntuan dikarenakan tidak adanya persetujuan 
bebas dan sukarela. Dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan yang 
demikian, harus berlasan, berdasarkan laporan/dugaan masyarakat atau 
laporan intelijen. 
11. Dalam hal penghentian penuntutan tidak disetujui, Kepala Kejaksaan 
Tinggi menyampaikan alas an yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
tertulis. 
12. Dalam hal penghentian penuntutan disetujui, Kepala Kejaksaan Negeri 
memberikan tembusan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) 
kepada Penyidik asal dan Ketua Pengadilan Negeri yang di dalam 
daerahnya tindak pidana dilakukan. 
13. Sebelum adanya revisi Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-
518/A/J/A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara 
Tindak Pidana, template administrasi tindak pidana untuk menghentikan 
penuntutan berdasarkan  dapat dipedomani. 
14. Template administrasi tindak pidana untuk menghentikan perkara 
berdasarkan  sebagaimana dimaksud pada angka 13 terdiri dari: 
a. SOP Form-07 : Nota Penapat Hasil Penelitian Berkas Perkara 
b. RJ-1 : Surat Perintah untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian 
Berdasarkan  





d. RJ-3 : Pemberitahuan Penyelesaian Perkara di Luar 
Pengadilan Berdasarkan  kepada Penyidik 
e. RJ-4 : Nota Pendapat Upaya/ Proses Perdamaian/ 
Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian 
f. RJ-5 : Laporan Upaya Perdamaian 
g. RJ-6 : Berita Acara Upaya Peramaian Tidak Berhasil 
h. RJ-7 : Kesepakatan Perdamaian 
i. RJ-8 : Berita Acara Perdamaian 
j. RJ-9 : Laporan Perdamaian 
k. RJ-10 : Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian 
l. RJ-11 : Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian 
m. RJ-12 : Surat Permintaan Persetujuan Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan  
n. RJ-13 : Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan  
o. RJ-14 : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan 
p. RJ-15 : Surat Pemberitahauan Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan  
q. RJ-16 : Surat Pencabutan Ketetapan Penghentian Penuntutan  
 
Sejak Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 
diberlakukan, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menerima permohonan 





sebanyak 12 kasus dan 15 kasusyang ditolak dengan pertimbangan tidak 
sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif.  
Adapun data pelaksanaan Restoratif Justice yang ada di wilayah hukum 
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 
No Kejari Diajukan Disetujui Ditolak Ket 
1 2 3 4 5 6 
1. Banyumas 1 1 - - 
2. Blora 1 - 1  
3. Boyolali 1 1 -  
4. Demak 1 1   
5. Semarang 3 2 1  
6. Pekalongan 1 - 1  
7. Kab.Tegal 6 1 5  
8. Kebumen 1 - 1  
9. Karanganyar 2 1 1  
10. Klaten 1 - 1  
11. Kudus 1 - -  
12. Pemalang 4 2 2  
13. Pati 1 1 -  
14. Purwokerto 1 1 -  
15. Purbalingga 1 1 -  
16. Rembang 1 1 -  




Adapun kendala dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi 
Jawa Tengah dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan sistem 
William A. Shore dan J.R Voich mendefinisikan sistem sebagai, “a set of 
interrelated parts, working independently and jointly, in pursuit of 
common objectives of the whole, whithin a complex environment.60 
Salah satu metode untuk dapat memeriksa dan memahami masalah 
hukum secara lebih baik adalah melalui pendekatan sistem. William A. 
Shore dan J.R Voich mendefinisikan sistem sebagai, “a set of interrelated 
parts, working independently and jointly, in pursuit of common objectives 
of the whole, whithin a complex environment.61 
Lebih lanjut, Shore dan Voich menjelaskan pengertian dasar yang 
terkandung dalam sistem tersebut, meliputi: (1) sistem itu selalu 
berorientasi pada suatu tujuan; (2) keseluruhan adalah lebih dari sekedar 
jumlah dan bagian-bagiannya; (3) suatu sistem berinteraksi dengan 
sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya; (4) bekerjanya bagian-
bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga; (5) masing-
masing bagian harus cocok satu sama lain; dan (6) ada kekuatan 
pemersatu yang mengikat sistem itu.62 
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Pemahaman mengenai sistem dapat diartikan sebagai suatu 
rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai 
tujuan tertentu. Muladi dalam bukunya Kapita Selekta Sistem Peradilan 
Pidana, menyatakan bahka sistem harus dilihat dalam konteks, baik 
sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara 
terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system 
dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang 
satu sama lain saling ketergantungan.63  
Apabila berbagai definisi sistem di atas dikaitkan dengan 
pengertian sistem hukum, maka yang dimaksud dengan sistem hukum 
dengan mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo adalah suatu 
kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian 
atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dengan erat.64 
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sistem hukum bergerak di antara 2 
(dua) dunia yang berbeda, yaitu dunia nilai dan dunia sehari-hari atau 
realitas sosial. Akibatnya, sering terjadi ketegangan disaat hukum itu 
diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai hendak 
diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor 
yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.65 Dengan demikian, 
hukum merupakan salah satu subsistem di antara subsistem-subsistem 
sosial lain, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Itu berarti, 
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hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis 
bekerjanya.66 
Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya 3 (tiga) komponen 
subsistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum, antara 
lain:67 
a. Substansi Hukum, yaitu kumpulan nilai asas dan norma hukum 
yang ada, atau yang lazim dikenal dengan law in the books 
dalam suatu sistem hukum. Berikut penjelasan Friedman 
terhadap substansi hukum: “By this is meant the actual rules, 
norms, and behaviour patterns of people inside the system. This 
is, first of all, “the law” in the popular sense of the term the fact 
that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can 
be sent to prison, that “by law” a pickle maker has to list his 
ingredients on the label of the jar.” (Substansi berarti produk 
hukum yang dihasilkan oleh badan yang berada dalam sistem 
hukum, mencakup juga hukum yang hidup (living law), bukan 
hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). 
Idealnya tatanan hukum nasional mengarah pada penciptaan 
sebuah tatanan hukum yang bisa menjamin penyelenggaraan 
negara dan relasi antara warga negara dan pemerintah secara 
baik. Tujuan politik hukum yaitu menciptakan sebuah sistem 
hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom 
dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi 
masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat 
menindas, ortodoks dan reduksionistik). 
b. Struktur Hukum, yang dalam teori ini disebut sebagai sistem 
struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu 
dilaksanakan dengan baik. Berikut penjelasan Friedman 
terhadap struktur hukum: “To begin with, the legal system 
consist of elements of the kind: the number and size of courts; 
their jurisdiction…Structure also means how the legislature is 
organized…what procedures the police department follow, and 
so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal 
system…a kind of still photograph, with freezes the action.” 
(Struktur dalam sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, 
jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis 
kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik 
banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga 
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berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti 
oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari 
lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan 
perangkat hukum yang ada).   
c. Budaya Hukum, erat kaitannya dengan kesadaran hukum 
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka 
akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola 
pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, 
tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap 
hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. 
Berikut penjelasan Friedman terhadap budaya hukum: 
“…people’s attitudes toward law and legal system―Their 
beliefs, values, ideas, and expectations… The legal culture, in 
other words, is the climate of social thought and social force 
which determines how law is used, avoided, or abused. Without 
legal culture, the legal system is inert― a dead fish lying in a 
basket, not a living fish swimming in the sea.” (sikap 
masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum adalah 
Keyakinan mereka, nilai-nilai, ide-ide, dan harapan… Budaya 
hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan 
kekuatan sosial yang menentukan bagimana hukum digunakan, 
dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, hukum 
akan menjadi tidak berdaya, ibarat ikan mati, jika tak disokong 
oleh budaya hukum).  
Konsekuensi dan implikasi dari hubungan antar subsistem tersebut 
antara lain:  
a. Semua subsistem akan saling bergantung (interdependent), 
karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan 
(input) bagi subsistem lain. 
b. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation 
and cooperation, yang pada gilirannya akan meningkatkan 
upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem. 
c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem 
akan berpengaruh pada subsistem yang lain.68 
Berdasarkan kajian literatur dan observasi di lapangan terkait 
pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 
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ditemukan beberapa gaps yang hendak dianalisis menggunakan 
pendekatan sistem dari Lawrance M. Friedman, antara lain: 
a. Analisa Komponen Substansi Hukum 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 
sejalan dengan prinsip-prinsip  secara umum serta 
menempatkan proses pidana sebagai jalan terakhir dengan 
mengedapankan aspek keadilan dan kepentingan umum. Namun 
terdapat kelemahan terkait kepastian hukum yang terdapat 
dalam Pasal 5 yang berbunyi: 
Pasal 5 
1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan 
dihentikan penuntutannya berdasarkan  dalam hal 
terpenuhi syarat sebagai berikut: 
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak 
pidana; 
b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda 
atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 
5 (lima) tahun; dan 
c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti 
atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 
tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua 
juta lima ratus ribu rupiah). 
1. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal 
terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik 
yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan 
persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala 
Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan 
berdasarkan  dilakukan dengan tetap memperhatikan 
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 




2. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, 
tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat 
dikecualikan. 
3. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, 
ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat 
dikecualikan. 
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan 
yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan 
Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang 
Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak 
dapat dihentikan penuntutan berdasarkan . 
5. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4), penghentian penuntutan berdasarkan  dilakukan 
dengan memenuhi syarat: 
a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula 
yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: 
1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak 
pidana kepada Korban; 
2) mengganti kerugian Korban; 
3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat 
tindak pidana; dan/atau 
4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari 
akibat tindak pidana; 
b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan 
Tersangka; dan 
c. Masyarakat merespon positif. 
6. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat 
pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan. 
7. Penghentian penuntutan berdasarkan  dikecualikan untuk 
perkara: 
a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat 
Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala 
Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan 
kesusilaan; 
b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 
minimal; 




d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan 
e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi 
 
Pasal 5 ayat (5) yang menyebutkan, “Ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam 
hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik 
yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan 
Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan 
Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan .” 
Sedangkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif ini tidak ada informasi terkait parameter yang digunakan 
Penuntut Umum dalam memutuskan suatu perkara pidana terdapat 
kasuistik atau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini, ukuran kasus 
seperti apa yang bisa atu tidak bisa dihentikan berdasarkan Restorative 
Justice masih belum pasti. Maka dari itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa 
menjadi celah untuk multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana 
ayat (3) dan ayat (4).   
b. Analisa Komponen Struktur Hukum 
Pada aspek struktur hukum, berdasarkan pengalaman Jaksa di 
wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, terdapat tantangan 
dalam pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 




dapat menimbulkan celah penyimpangan penerapan Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 
Penyimpangan sangat mungkin terjadi ketika proses penyelesaian 
tindak pidana dengan pendekatan Restorative Justice dibuat bersifat 
transaksional. Pengawasan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi 
merupakan banteng penting dalam mencegah penyimpangan ini.     
c. Analisa Komponen Budaya Hukum 
Budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan cara pandang 
masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum memiliki pengaruh kuat 
pada komponen dalam substansi dan struktur hukum. Oleh karena itu, 
perbedaan pandangan mengenai makna keadilan pada berbagai pihak 
tersebut turut mempengaruhi keberhasilan penerapan Restorative 
Justice dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana.  
Pemahaman para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara 
dengan pendekatan , yaitu korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan 
pihak terkait cenderung beragam. Secara umum, Restorative Justice 
adalah proses penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pihak-
pihak yang terdampak dari tindak pidana tersebut untuk berperan aktif 
mendiskusikan penyelesaian guna mereparasi atau memulihkan 
kerugian yang ditimbulkan dalam tindak pidana tersebut. Namun, pada 
penerapannya Restorative Justice masih diartikan sebagai upaya 




Restorative Justice tidak selamanya berorientasi pada hasil, namun pada 
proses, pilihan program, dan kemudian hasilnya. Sesuai yang diatur 
dalam United Nation Basic Principles on The Use of Restorative Justice 
Programmes in Criminal Matter, yang dimaksud dengan Restorative 
Justice Programme adalah setiap program yang menggunakan 
restorative process dan berusaha untuk mencapai restorative outcome. 
Oleh karena itu secara kultural, pemahaman bersifat menyeluruh dan 
utuh harus dibentuk dalam pendidikan hukum bagi masyarakat, dengan 
melibatkan partisipasi masyarakat guna memahami berbagai produk 
hukum tentang Restorative Justice. 
Kendala lain yang dalam penerapan Peraturan Kejaksaan 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum 
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah Belum berjalannya system 
dengan baik, antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dengan 
Kejaksaan Negeri, dimana saat ini memerlukan ekspose ke Kejaksaan 
Agung untuk memutuskan pemberian R.J, padahal waktunya sangat 
singkat. Banyak Jaksa-Jaksa di wilayah hukum Kejati Jateng kurang 
memahami pelaksanaan Perja ini juga menjadi kendala tersendiri serta 
kurangnya sosialisasi baik dari Kejaksaan Agung maupun Kejati ke 
daerah. Sedangkankendala lain adalah seringkali Ketika awal mediasi 
sudah ada kata sepakat berdamai, tiba-tiba salahsatu pihak 




mendukung dari masyarakat terkait RJ ini, dimana masih ada anggapan 
orang bersalah harus dihukum. 
Sedangkan strategi dalam upaya pengoptimalisasikan penerapan 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di 
Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah antara lain dilakukan 
dengan strategi berikut : 
a. Strategi Pada Komponen Substansi Hukum 
1) Penjelasan Terkait Konteks Kasuistik dalam Pasal 5 Peraturan 
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dibutuhkan  
Untuk mencegah penyimpangan dalam pengaplikasian Pasal 5 
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 
dibutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait parameter yang 
digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus 
perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak. 
2) Integrasi Ketentuan-Ketentuan Pokok Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Rancangan Undang-Undang 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 




Perubahan paradima Retributive Justice menjadi Restorative 
Justice juga termasuk menjadi bagian dari perubahan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan pokok penghentian 
penuntutan demi penerapan Keadilan Restiratif dapat dimasukkan ke 
dalam rancangan tersebut agar payung hukumnya lebih kuat dan 
pelaksanaan di lapangan lebih terjamin.   
b. Strategi Pada Komponen Struktur Hukum 
Antisipasi penyimpangan penerapan Restorative Justice penting 
dilakukan melalui pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi 
terkait pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 
Restoratif dengan ketentuan: 
1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan 
tahapan pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 
Keadilan RestoratifKeadilan Restoratif; dan 
2) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan 
dilaporkan kepada pimpinan.  
 




1) Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Kasus dengan 
Pendekatan  bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Penyedia 
Layanan Berbasis Pemerintah. 
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan 
bertujuan untuk menguatkan pemahaman aparat penegak hukum, 
khususnya Jaksa sebagai Penuntut Umum, dan lembaga penyedia 
layanan berbasis pemerintah mengenai konsep  dalam penyelesaian 
perkara pidana. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan bagian terpenting agar 
aspek keadilan bisa tercapai. Maka dari itu, pendidikan dan pelatihan 
ini harus bertitik tekan pada tataran konsep dan mekanisme agar 
peraturan dapat diterapkan dengan optimal.   
2) Perubahan Paradigma dan Praktik Sosialisasi Hukum   
Pendidikan/penyuluhan hukum harus menciptakan masyarakat sadar 
hukum. Sadar hukum yang dimaksud adalah dalam artian mengerti 
adanya hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Namun, pada 
praktiknya, sadar hukum justru cenderung dimaknai untuk mencapai 
masyarakat taat hukum, bukan masyarakat mengerti hukum. Sadar 
hukum, sejatinya adalah mengerti adanya hukum yang juga 
melindungi hak mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, 
program pendidikan/penyuluhan hukum di masa depan juga harus 




negara. Dalam konteks , sosialisasi diharapkan dapat membuat 
publik paham mengenai konsep keadilan dalam penyelesaian perkara 
pidana. 
Strategi lain yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa 
Tengah adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada Para 
Jaksa di wilayah hukum Kejati Jateng dengan menggandeng dunia 
Pendidikan yang sudah dilakukan antaralain dengan : UNDIP, UNS, 
UNISULA, UNSUD. Strategi Pada Komponen Struktur hukum 
dengan cara Monitoring dan Evaluasi pada Kejari-kejari khususnya 
yang belum pernah melakukan Restoratife Justice di wilayahnya. 
Strategi pada komponen budaya hukum, dapat dilakukan dengan 
bekerjasama dengan dunia pendidikan untuk melakukan pendidikan 






A. Simpulan  
1. Latar Belakang Terbentuknya Perja 15 Tahun 2020 adalah untuk 
memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan agar Hukum tidak tumpul 
ke atas dan tajam kebawah dan menggunakan hati Nurani dalam 
menegakan hukum. 
2. Pelaksanaan Perja 15 Tahun 2020  di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi 
Jawa Tengah saat ini sudah berjalan, meski dianggap belum optimal. 
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perja 15 Tahun 2020 di wilayah 
hukum Kejati Jateng adalah kurangnya pemahaman para Jaksa dalam 
menerapkan Perja 15 Tahun 2020 . Strategi mengefektifkan pelaksanaan 
Perja 15 Tahun 2020 di wilayah hukum Kejati Jateng adalah denga 
melibatkan dunia Pendidikan untuk membantu dalam melaksanakan 
sosialisasi, baik terhadap Aparatur Kejaksaan maupun terhadap 











1. Institusi Kejaksaan sebagai pemegang Dominus Litis  harus dapat 
memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat. 
2. Langakah strategis Kejaksaan dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan 
R.I.No.15 Tahun 2020 diharapkan mampu menjadi terobosan hukum 
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